OTONOMI DESA: APAKAH ITU?

Selo Soemardjan

Selo Soemardjan meraih gelar Ph.D dalam Sosiologi pada tahun 1958 d
Cornell University, USA. Bekerja sebagai AststeddMaresiden dan merupakan
ketua "Yayasan limu-ilmu Sosial Beberapa buku pedirbitkan, antara lain:
Social Change in Yogyakarta (2962)n The Village Administration Under
Law (1987).
kali. Jaringan hubungan laut dan udara
masih dalam taraf pembangunan awal, se
hingga kurang dapat mendukung jalannya
pemerintahan yang lancar.

seJak Republik Indonesia terbentuk sebagai Di bidang sosial-budaya terdapat ratusar
suatu negara kesatuan yang merdeka deSuku yang mas ing- mas ing mempunyai ke-
berdaulat, masalah desentralisasi kekuasa:budayaan dan bahasa sendiri. Kebanyaka
pemerintahan kepada daerah-daerah otonodari suku-suku itu pandangan hidup dan
mendapat perhatian pemerihntah. Sebagiadat-istiadatnya berbeda dari yang dimiliki
negara kepulauan yang terbesar di seluruoleh masyarakat di Jakarta, ibukota negara.
dunia, setiap orang tanpa kecuali berpende Para pemimpin nasional Indonesia pada
pat bahwa pembentukan daerah-daerah otwaktu itu menyadari adanya kebhinekaan d
nom di dalam negeri merupakan keperluarpidang kesukuan dan kebudayaan itu. Akar
yang mutlak demi pemerintahan demokratistetapi mereka bertekad untuk merealisasikal
yang efektif. Tidak mungkin, demikianlah sumpah para pemuda tahun 1928 yan
pendapat para pemimpin di tingkat nasionamenghendaki Satu Negara, Satu Bangse
dan daerah, pemerintah Republik Indonesiisaty Bahasa. Agar bangsa Indonesia tida
hanya berada di Jakarta saja dan melakuke melupakar) kebhinekaan suku dan kebu-
kekuasdannya sampai pelosok-pelosok Yandayaan itu, akan tetapi juga tidak akan
jauh. : . ‘melepaskan bentuk tunggal bagi negar:
Hal serupa disadari oleh karena adany<yang akan dibentuk, maka kedua faktor
berbagai kendala yang pada tahun-tahulyonvaiaan sosial-budaya dan kehendak po
pe”agﬁa h|gju%nya negalrakbaru "Flli b?lunﬂ'dd‘tik yang kuat itu dirangkaikan menjadi
P e S W aAsemboyan negara Bhineka Tunggal lka.
waktu itu hanya da pat menjangkau secari van E .

: : . . g menjadi masalah pada waktu itu
efektif kota-kota besar saja. Di luar itu dalah bagaimana membentuk bemerintah
komunikasi antara pemerintah atasan dg202an bagal ?i'k € de uK pe i' ta ?
bawahan masih harus menggunakan sis teliagﬂ. n?(emper "".'I%n d an. mer;(g ortnall
tradisional yang lambat. Lain daripada itu K€PNin€kaan sosial-budaya itu, akan tetap

dapat mengikat semua suku menjadi satt

sistem transportasi fisik juga masih jauh dari
memuaskan menurut ukuran pemerintahaiP@ngsa yang taat pada negara kesatuan RI

modern. Jatan-jalan yang baik untuk dilalui
kendaraan bermotor relatif masih sedikit,
terutama di luar Jawa. Lagi pula jumlah
kendaraan bermotor juga masih kurang se-




dan mau menerima serta menggunakan satu dirumuskan dengan kata-kata yang jel:

bahasa sebagai bahasa nasional.

Menurut kesepakatan para pemimpin na-
sional maka jalan yang teri>aik untuk meng-
atasi dilema yang terkandung dalam hu-
bungan antara unsur bhineka dan tunggal
adalah dengan membagi-bagi wilayah negara
dalam daerah-daerah seperti yang diru-

muskan dalam Fasal 18 UUD 1945 danp,

membentuk pemerintahan di tiap-tiap da-
erah yang tunduk pada pemerintahan na
sional. Hubungan antara pemerintahan da
erah dan pemerintahan nasional ini digam-

barkan dengan singkat oleh Presiden SoeC:

harto di muka para peserta Penataran Pe¢
nyelenggaraan Pemerintahan Daerah pac
hari Senin tanggal 2 September 1991 d
Jakarta.

Masalah dasar pemerintahan daerah adale
bagaimana menampung dan me menu
aspirasi serta kepentingan rakyat di daeral
dalam rartgka pelaksanaan otonomi. Se
baliknya masalah dasar pemerintahan na
sional di daerah adalah bagaimana melak
sanakan kebijakan dan strategi nasional yan
berisi aspirasi dan kepentingan bangsa se
cara umum dalam rartgka desentrasilasi
dekonsentralisasi, maupun tugas perbantua
(medebewinB.S)'".

Pasal 18 UUD 1945 dan Realisasinya

Secara utuhnya Pasal 18 UUD 1945 mener
tukan sebagai berikut: '

namun dengan menyebuBtreek dan
locale gemeenschappe(kesatuan masyara
kat daerah dan kesatuan masyaral
setempat) yang otonom, penjelasan i
memberi indikasi bahwa propinsi da
daerah-daerah bagian dari propinsi s
layaknya diberi otonomi;

daerah ad minis trasi belaka, artinya c
erah yang tidak diberi otonomi, aka
tetapi sekadar untuk menjadi salure
pemerintahan RI;

daerah-daerah istimewa seperti desa
Jawa dan Bait negeri di Minangkabal
dusun dan marga di Palembang, d
sebagainya. Daerah-daerah istimewa
dengan istilah Belanda dinamakZelf-
bestureride Landschapperidaerah-daerah
dengan pemerintahan sendiri yang seri
disebut juga sebagai daerah swapra
danVolksgemeenchoppfiesatuan-kesatuar
rakyat). Menurut penjelasan Un-dang
Undang Dasar itu, zaman Belanda a
kurang lebih 250Zeljbesturende land-
sdutppenseperti kesultanan dan kesuna
an, yang dituntut kesetiaannya pada re
dan ratu Belanda melaluange Cantracten
(kontrak panjang) ataljorte verklaringen
(pernyataan singkat). Adapun menger
Volksgemeenschappetidak disebutkan
perkiraan jumlahnya.

Di dalam penjelasan UUD itu diterangka
bahwa daerah-daerah istimewa itu mempt

Tembagian daerah Indonesia atas daerah byai susunan asli dan negara RI menghorm
sar dan kecil, dengan bentuk susunan pemiked.udukannya, sedang segala per-atu
rintahannya ditetapkan dengan undang-unpegara yang mengenai daerah-daerah |

dang, dengan rnemandang dan menginga; ; . )
dasar permusyawanrtan dalam sistem pemﬂ?u?r‘]’;’/g) itu akan mengikuti hak-hak asa

rintahan negara dan hak-hak asal-usul dalar . . -
daerah-daerah yang bersifat istimewa'". ~ Mengenai nasib daerah-daerah istimey
itu diketahui oleh umum bahwa semua 2t

Ditinjau dari sudut pembagian daerah zeljpesturende Landschappéehilangan ke-

Indonesia dalam daerah-daerah besar dédudukan hukumnya da lam revolusi keme
kecil, penjelasan Pasal 18 itu memberikar dekaan 1945-1950 kecuali Kesultanan Yo

tiga ketentuan:

yakarta dan Kadipaten Pakualaman di Pul

a. daerah propinsi yang akan dibagi dalam Jawa yang kemudian digabung menjadi s
daerah yang lebih kecil. Meskipun tidak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ke-




dudukan pemerintahan sama dengan prcpendapat itu mengakibatkan keragu-raguar
pinsi. . . pemerintah untuk memilih antara sistem

Tentang kedudukan dan kelestarian hid ugdesentralisasi dua tingkat, yaitu dengan
daerah-daerah istimewa .yang berbentuk dedaerah otonomi tingkat | dan tingkat Il saja
sa, negeri, marga, dan sebagainya akadan sistem tiga tingkat di mana di bawah
dicoba diberikan pembahasan di bawah ini.  tingkat Il ditambah tingkat IL.

Karena sudah jelas diterangkan di dalar Untuk menambah tingkat HI itu desa,
penjelasan Pasal 18 UUD 1945 bahwa daernegeri, marga, dan sebagainya (untuk selan
Indonesia akan dibagi dalam.daerah-daerjutnya disebut saja desa) yang berpendudul
pro pinsi dan daerah prop ins i dibagi dalaiantara 2.000-5.000 orartg dianggap terlalu
daerah yang tebih kecil, maka tidak adkecil untuk memegang otonomi seperti da-
keragu-raguan lagi tentang hal itu. Sepererah-daerah di atasnya. Lagi pula daerah
semua orang mengetahui maka yang disetdaerah kecil itu dipandang tidak mempunyai s
"daerah yang lebih kecil" itu kemudianumber daya manusia yang mempunyai
menjelma menjadi daerah kabupate/i dependidikan cukup tinggi serta kesadaran
kotamadya. Dengan diberikannya otononnasional yang cukup tebal untuk men-
kepada daerah-daerah itu maka secara re:dukung otonomi pemerintahan secara efek-tif
namanya kemudian menjadi daerah otonorUntuk mengatasi keragu-raguan itu maka
tingkat | (propinsi) dan daerah otonomtimbul pikiran agar daerah otonom tingkat Il
tingkat Il (kabupaten dan kotamadya). itu diwujudkan dalam bentuk desapraja yang

Karena pembentukan daerah-daerah idipikirkan meliputi daerah satu keca-smatan
serta pengisian otonominya dapat diattyang mencakup sejumtah desa di dalamnye
dengan undang-undang atau dengan terrKalau ini terjadi maka sifat daerah tingkat Il
nologi umum "dapat diatur dari atas" makipada pokoknya akan sama dengan daers
re la t if dari sudut hukum tidak banyak ketingkat | dan I, yaitu dicip-takah dari atas
sulitan yang dialami. Dari sudut politik dengan otonomi yang isinya ditentukah dari
selalu dtrasakan keinginan masyarakat atas pula.
berbagai daerah untuk membentuk propins Pikiran itu kemudian direalisasikan dalam
baru sebagai pecahan suatu propinsi yanUndang-undang No. 19/1965 tentang, Desa:
sudah ada dan kabupaten baru sebagpraja. Dalam proses pembentukan desapraj
pecahan dari suatu kabupaten yang lam:ini, pemerintah berhati-hati sekali. Sebagai
Namun dengan terciptanya stabilitas politikpercobaan di bentuk beberapa daerah des:
sejak 1970 di seluruh tanah air, desakan-depraja, di antaranya di Propinsi Sulawesi
sakan itu tidak banyak terasa lagi. Utara. Tampaknya percobaan ini menunjuk-

Mengenai pembentukan daerah-daeralkan gejala-gejala yang tidak membenarkan
administratif pada umumnya tidak dijumpai pelestarian desa praja itu, sehingga perco
masalah-masalah yang berarti, baik secarbaan dihentikan dan tidak disusul dengan
hukum maupun poll Us. Sebaliknya meng-desapraja yang sungguh- sungguh di man:
hadapi desa, negeri, marga, dart sebagainypun. Akhirnya Undang-undang No. 19/1965
yang diakui sebagai daerah istimewa tam-dicabut kembali dengan terbitnya Undang-
paknya ada berbagai pendapat yang beiundang No. 5/1979 tentang Pemerintahar
beda-beda yang sampai sokarang belurDesa.
dapat disatukan dengan tuntas. Perbedaan Dengan gagalnya usaha pembentukan de

sapraja itu pemerintah kembali menghadapi
desa dengan keraguan untuk menerapkat
‘Lihatlah Undang-undang No. 18/1965 tentang Pokok- otonomi padanya yang sifatnya sama den-

kok Pemerintahan Daerah ian diganti : :
Sgngan Uﬁ?;:g_tuandaa”ng o e kemudian diganti 4y otonomi daerah tingkat | dan Il tetap




ada. Sebalikhya tampak juga keengganabertempat tinggal dengan aman dan sej;
pemerintah untuk mengakui dan men-tera dengan keluarga serta keturunanr
gukuhkan otonomi asli yang disandang oletmaka orang-orang lain datang menggabt
tiap- tiap desa sejak saat terbentuknya ole S€bagai penduduk baru. Lama-kelama
para warga masyarakat di zaman yanctumbuhlah suatu masyarakat desa ya
lampau. Sikap ragu-ragu, bahkan enggan, itmengatur tata hidupnya dengan adat ya

sampai sekarang (1991) masih ada pada ptumbuh bersama-sama dengan pengalar
merintah. hidupnya sampai sebagian menjadi hukt

adat dan pemerintah adat dengan sec

_ o kelengkapannya. Masyarakat yang terc

Proses Sosial Terjadinya Desa dari ktfturunan cikal-bakal itu cenderun
. _ . . menjadi kelompok genealogis. Suatu kelol
Seperti diterangkan di atas, masing-masin(yok jtu apabila menetap di suatu daer
berkembang menu rut aspirasi dan kekuatar ynsyr«pokok adalah masyarakatnya. Dae

nya sendiri-sendiri karena sukarnya komu-tempat tinggalnya berkembang menaikt
nikasi antardesa, disebabkan secara tekn perk%mbanggn myasyarakatnya. J J

fcurang atau tidak adanya sarana komunikas' poja yang kedua terjadi di daerah di ma
dan transportasi yang dapat menghubungs,dah “ada pemerintahan raja seperti

kan desa satu dengan desa lainnya. Kesulité 7elhesturende Landschappédengan meng-
itu ditambah pula dengan perbedaan kebuampi| Kesultanart Yogyakarta sebagai pr
dayaan, termasuk bahasa, antara beberajiotine pola kedua ini maka semua tanah
ratus suku yang tersebar di negara kepUggeran yang dikuasai oleh raja itu diny

lauan kita. : _ . takan milik raja. Setiap orang yang mene

Meskipun perkembangan desa itu berjala_rsebagai penduduk di daerah’itu menga
secara berbeda—beda,_ada UNSUr-UNSur SoSi gk raja atas tanah dan atas dasar penga
budaya yang dapat ditemukan dalam tubuljy, harus membayar pajak (upeti) beru
tiap-nap desa. Sebeluni kita melihat padékerja tanpa upah atau hasil bumi kepada |
persamaan unsur-unsur ‘itu, mungkin ad¢jewat para pembantunya yang tersebar
baiknya kalau' dl_sajlkan lebih cfchulu dua daerah, Di mana terdapat banyak orz
pota proses terjadinya suatu desa. dengan keluarga yang hidup berkelomps

Pola yang pertama terjadi di mana pem-terhentuklah masyarakat dukuh atau ka
bentukan suatu desa diawali dengan PeMnung dan sebagainya. Selama menem,

bukaan hutan olekikal-bakal (bahasa Ja- pengalaman hidupnya, masyarakat itu mi
wa), yaitu orang pertama beserta keluar cintakan adat sebagai sis tern kaidah so
ganya yang membuka hutan yang selanjutyang mengatur tata hidup keluarga dan t
nya dijadikan tempat tinggal tetap untuk hubungan antara para warga masyara
selama-lamanya. Oleh karena sebagian besjuk mempermudah hubungan antara
tanah di zaman dahulu masih kosong daimerintahan raja dengan masyarakat &
jumlah penduduknya hanya sedikit saja mak‘prakarsa pemerintah itu, sejumlah .duk

tidak ada masalah ten tang hak tanah. Caiay kampung digabungkan menjadi de

mana cikal-bakal itu berhasil untuk dan ditempatkan di bawah kekuasaan Iu

desa yang dipilih oleh para keluarga b

 bibit pohon kelapaBJcal: apa yang akan terjadi di sama. Hak tanah yang dahulu dipege

kemudian hari. Penduduk pertama yang hendak be'seluruhnya oleh raja kemudian pada tat
mukim tetap di suatu tempat menanam cikat sebage 1

1918 dilimpahkan kepada desa yang ker

tanda bahwa tempat itu dijadikan pekarangan atai-: - '
halaman yang selanjutnya dijadikan tenpat tinggapt ___dian diberi kekuasaan mengatur penggu-




naannya oleh masyarakat yang bertempat
tinggal tetap di daerahnya. Dalam perkem-
bangan selanjutnya, hakggaduh tanatihak
memelihara dan memanfaatkan tanah) yang
dipercayakan pada kepala-kepala keluarga
membeku menjadi "hak anggaduh" bertu-
run-temurun kepada anak-cucu dalam ma-
sing-masing keluarga. Fota perkembangan
ini cenderung menimbulkan desa yang bersi-
fat teritorial. Yang menjadi dri utama adalah
teritorial-nya, masyarakatnya sekadar men-
jadi penghuni.

Tanpa melupakan perbedaan asal-usul
masyarakat desa yang timbul karena perbe-
daan pola perkembangannya maka kita 'da-
pat melihat berbagai unsur sosial-budaya

kolektif berdasarkan adat itu tumbuh
masyarakat desa yang dalam ilmu et-
nologi zaman Belanda dinamakan "adalt
gemeenschap(kesatuan masyarakat adat)/
yang meningkat menjadi "adegchts-ge-

meenschagkesatuan masyarakat hukum
adat). Kedua istilah itu mengandung arti
bahwa masyarakatnya menyandang tat
hidup yang berdasarkan adat atau bah
kan berdasarkan hukum adat. Kalau ade
hanya berisikan pedbman hidup sosial
yang tiap-tiap warga masyarakat diharap:
kan menghayatinya, maka hukum adat
mengandung peraturan dan larangat
yang diperkuat dengan ancaman hukun
dan memerlukan peradilan yang melem:-

yang sama pada desa-desa pada umumnya baga.

sebelum mengalami pern bang unan. . .
\ Ada juga orang mempelajari desa waktu
1. Sumber < penghidupan masyarakat des;aman kolonial Belanda yang sampai pad:
adalah pada pokoknya tanah yang di-kesimpulanm bahwa secara hukum tate
manfaatkan dengan sis tern pertanian ata negara desa dapat dinamakiamps repitbliek
perkebunan. Sumber penghidupan ma(repyblik desa). Pandangan ini didasarkar
syarakat pantai adalah pokoknya lautaias adanya pelengkap-pelengkap keneg:
yang menghasilkan ikan dan menimbul-raan yang sesuai deng@rias Politicayang
kan masyarakat nelayan. mengenal adanya bad an-bad an legislatif, el
2. Teknologi pertanian, perkebunan, darsekutif, dan yudikatif di suatu negara. Desa:
penangkapan ikan laut pada umumnyedesa yang telah mencapai taraf "agahts-
rendah. Kekuatan keluarga untuk ber-gemeenschame m puny a i bad an legislatif
produksi terbatas pada subsistensi (proyang menurut adat berwenang membua
duksi untuk keperluan hid up keluarga peraturan-peraturan desa. Badan ini di ber
sendiri, tidak untuk pasaran), bagai daerah mempunyai nama yang ber

3. Tata hidup dan tat a hubungan sosial di P€da-beda, seperti misalnya rapat desa, rer

dalam masyarakat desa berkembang untuPUgd desa, kumpulan selapanan, dan seb;
social subsistencéeperluan sosial sendiri) 9ainya. Yang berhak nadir adalah pare
dengan menggunakan kekuatankepala keluarga atau para pemegang ha
pengalaman hidupnya sendiri. Perkem-t@nah tanpa membedakan antara wanita dz
bangan ini menciptakan adat yang diPfi@. Rapat itu pada umumnya dipimpin
dalam beberapa hal menguat menjad Oleh kepaladesa.

hukum adat dan menjadi landasan peme Di bidang eksekutif terdapat kepala desa

i dengan para pembantunya beserta kepal
gﬂ;@gﬁn desa dengan segala kelengZ]kaI[dukuh yang di berbagai daerah mempunya

, e nama berbeda-beda. Mereka itu masing-ma
4. Karena isolasi fisik dan kultural yang o s

dialami dalam waktu panjang maka sing dipilih oleh rakyat yang berkepenb'ng-

. ; . an dan memegang jabatan sampai meningg:
sistem sosial masyarakat desa lebih kuagig, mengund%rkgnjdin. P 99

sifatnya daripadaindividualistik. Kemudian di bidang yudikatif ada peng-
5. Dalam kehidupan yang terisolasi dan adilan adat yang berwenang mengambil




keputusan mengenai perkara-perkara peiSumatra Utara, fam (Famili?) di daer
data dan pidana. Sebagai contoh misalny Maluku atauclan dalam bahasa Inggris
da pat disebutkan hukuman yang menghaBatas-batas teritorial desa dan daerah |
ruskan seorang pencuri mengembalikan atauki man marga mungkin sama, akan te
member! ganti barang yang dicurinya kepa-mungkin tidak sama tergantung pada per
da orang yang kecurian. Orang yang merubaran tempat tinggal para warga sest
sak ketertiban desa dapat dihukum selam marga.
seminggu atau sebularj membersihkan jala Desa yang sejak berdirinya tumbuh me
umum atau tempat ibadah. jadi wadah kesadaran masyarakat dan ki
Lain dari ba dan-bad an di ketiga bidangtuan pemerintahan serta dijiwai oleh a
tata negara itu, desa juga mempunyai sunryang kuat itu, oleh pemerintah Hind
ber-suiriber penghasilan berupa tanah, hutaBelanda dibiarkan melestarikan hidupn
desa, hak menguasai tambang pasir datanpa banyak dicampuri urusan di dala
kerikil di kali dan danau, dan hak meng- nya. Menurut istilah dalam bahasa Belan
adakan berbagai pungutan. Semua hasil itkehidupan dan perkembahgan masyare
memungkinkan desa membiayai pelaksanzdesawordt overgelaten aan hurt eigen vol
an tugasnya scrta member! imbalan padishoofderi(dipercayakan kepada kepala rak
para pejabatnya. mereka sendiri). Hanya saja agar pemerir
Para pengamat dan ahli masyarakat desHindia Belanda dapat mengawasi serta I
di dalam zaman Republik Indonesia pademanfeatkan desa-desa itu untuk keperl
umumnya berpendapat bahwa pertanian dapemerintahan yang lebih luas, sejumlah o
perkebunan yang menjadi usaha pcngyang letaknya berdekatan ditempatkan
hidupan utama mengakibatkan berkembangbawah kekuasaan seorang as is ten wet
nya hubungamagis religieughubungan jiwa  (sekarang diganti nanm@mat)sebagai pega
yang mend a lam) antara masyarakat dawai pemerintahan dalam neg@innenlands
tanahnya. Seluruh adat yang mendasari taiBestuur)yang terandah dan diangkat se
hid up mereka itu tidak akan dapat dipisah-dtgaji oleh pemerintah di atasnya.
kan dari tanah selama tidak ada sumbe Selama desa di bawah pengawasan as
penghidupan lain yang dapat menggantikaiwedana dapat memelihanast en ordekete-
pertanian dan memberikan kesejahteraanangan dan ketertiban) di kalangan mas
yang iebih besar. Memisahkan desa perrakatnya, maka pemerintah Hindia Belar
tanian dari tanah tanpa menyediakan sumbemembiarkannya hid up sendiri. Setelah |
penghidupan baru sebagai penggantmerintah Hindia Belanda (dengan diselir
pertanian berarti menciptakan kekosongarpemerintah pendudukan milter Jepang)
budaya bag! masyarakatnya dengan segaganti oleh pemerntah Republik Indone:
akibatnya. maka terjadi banyak perubahan dalam |
EH samping hubungan dengan tanah yanilbungan antara desa dan pemerintah
dapat dinamakan landasan ten to rial ada la¢atasnya.
landasan adat yang lain, terutama di berbag: Desa tidak cukup lagi memelihanast en
daerah di luar Jawa, vyaitu landasanorde saja seperti di zaman kolonial Belanc
genealogis atau keturunan. Orang-orang yanakan tetapi dengan sendirinya terlibat dal;
bersama-sama menyadari kedudukan-nyirevolusi kemerdekaan yang meletus se
sebagai keturunan dari leluhur yang saméProklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Sela
mempunyai ikatan darah dan adat. Atasrevolusi 1945-1950 dan selahjutnya sam
dasar keturunan yang sama itu, mereki1%5, masyarakat desa diikutsertakan«eb:
menjadi suatu kelompok yang biasanya dike-massa pendukung oleh partai-partai poli
nal dengan istilah marga di dalam daerah untuk mengejar tujuannya mas ing-mas ing




Desa yang sepanjang masa hanya menge kemampuan serta kekuasaan di tingkat ne
adat untuk mengurus rurriah tangganyzgara yang relatif sudah modern.
sendiri, sekonyong-konyong diajari berbagal Bahkan demokrasi yang dtpraktekkan di
ideologi politik dan diajak ikut menyadari, desa itu acap kali dalam bahasa Beland
kalau tidak ikut memikirkan/ masalah-masa-dinamakanoer democratiqdemokrasi yang
lah politik seluruh negara. Para warga ma-asli) oleh karena kehadiran di dalam rapat:
syarakat desa diberi pengertian bahwa merapat desa/ pemilihan kepala desa dan peje
reka itu bukan hanya warga desa saja, akebat desa lainnya/ lagi pula gotong-royong
tetapi juga warganegara Republik Indonesia. buat keperluart umum dilakukan langsung
Pergerakan politik dan sosial di desa-desioleh para kepala keluarga atau pemegan
yang digerakkan oleh partai-partai politik itu hak tanah sendiri tanpa menggunakan si
berlangsung sampai akhir dasawarsa 196(tern perwakilan rakyat.
an. Pemerintah baru di bawah pimpinan Oer democratigzang demikian itu memang
Presiden Soeharto yang menggantikan pememungkin dilakukan di dalam masyarakat
rintahan lama, yang dipimpin oleh Presidendesa karena jumlah warganya relatif hanye
Soekarno, menertibkan kembali kegoncang sedikit/ sedang mereka itu saling mengenal
an itu dan mengusahakan stabilitas politik/ Akan tetapi demokrasi semacam itu sudat
antara lain dengan sis tern "masyarakat mebarang tentu tidak dapat dilakukan tanpa si:
ngambang" yang melarang organisasi-organtern perwakilan di dalam masyarakat yang
isasi politik mempunyai cabang-cabang dilebihbesar.
tingkat di bawah kabupaten, termasuk der Memang yang menjadikan masalah bagi
gan sendirinya desa. Setelahriist en orde para pemikir tatanegara Republik Indonesis
di bidang politik praktis pulih kembali, akan adalah bagaimana desa dapat "dinegarakar
tetapi kesadaran sebagai warganegara Rtanpa menghilangkan jati dirinya yang turn-
publik Indonesia sudah meresap cukup meibuh menjadt kuat berdasarkan adat. Atat
dalam pada para warga desa. dengan perkataan lain/ bagaimana dapa
Dengan demikian, seperti yang pernah dipertahankan dengan sebaik-baiknya struk
itu Us dalam surat kabar, negara sudaetur Republik Indonesia yang "Bhinneka
masuk desa dan desa sudah masuk negeTunggal Ika". Tampaknya kekuatan-sosial-
Sayangnya, mungkin tidak disengaja, dalarpolitik yang mengarah kepada negara kesa
proses itu desa malahan tenggelam dalatuan sebagai realisasi dari konsep "tunggal
berbagai pcraturan perundangan sehingclebih besar daripada kekuatan yang henda
lambat laun hilang eksistensinya sebag:melestarikan sifat "bhinneka" dari masyarakat
kesatuan masyarakat adat kesatuan masylndonesia.
rakat hukum adat.
Mengenai masalah ini juga dapat digu-
Otonomi Menurut UU No. 5/1974 dan UU nakan perkataan yang lebih populer dar
No. 5/1979 gampang dimengerti oleh umum, yaitu "per-
satuan”, dan "kesatuan". Istilah "persatuan’
Di at as sudah diterangkan bahwa desa ¢menggambarkan adanya se jumlah bad a
dalam pengembangan adatnya, mampiyang masing-masing berdiri sendiri, akan
menjadikan dirinya sebagadorpsrepubliek tetapi terikat bersama agar menjadi lebih
yang berdasarkan adat penuh berkuasa (kuat untuk mencapai tujuannya yang di-
bidang legislaHf, eksekutif dan yudikatif. inginkan bersama. Adapun istilah "kesatuan"
Sudah barang tentu, kemampuan dan kekumenunjuk pada suatu badan tunggal, yant
asaan di ketiga bidang itu dalam skalamungkin memang bersifat tunggal atau satii
sederhana tidak dapat dtbandingkan dengan sejak semula, akan tetapi mungkin juga




merupakan hasil pembauran atau peleburamengenai beberapa hal dengan Undang-
dan sejumlah badan lain yang kecil-kecil. , dang No. 5/1974 tentang Pemerintahan Dae
Seorang as ing yang suka menjadi pengz(daerah otonom tingkat | dan tingkat II). L
mat perkembangan negara kita pernah meantara beberapa hal yang akan diban-ding|
ngungkapkan pendapatnya pad a penulisitu, masalah pengertian dan kenya-ta
bahwa"What your country really needs is unity otonomi mendapat perhatian khusus.
(persatuanpnd not uniformity(kesatuan atau  Mengenai pengertian daerah otonom d
keseragaman)'™ — pengertian desa dapat dttemukan ketent

Bagaimanapun juga, kiekuatan sosial-poli-Seperti tercantum dalam UU No. 5374
tik ke arah "tunggal" di bidang tatanegara P2sal 1 (€) yang mengatakan,
kita lebih kuat daripada kekuatan "bhin-  Daerah otonom (tingkat | dan tingkat II) yar
neka". Mungkin gejala ini merupakan selanjutnya disebut daerah, adala@satuan
kelestarian dari reaksi yang penuh semangat Masyarakat hukuryang mempunyai batas wils
nasionalisme dari pemerintah dan rakyat )t;ahktert_(_et;]tu yang bearhak, berwenang,hd
Republik Indonesia terhadap struktur negara taenr e\e/lvr?ua%r;rrr]]g)irr}gatur an toengurttsruma
federal Republik Indonesia Serikat bentukan ggany
pihak Belanda waktu mereka meninggalkan
Indonesia akhir tahun 1949. Struktur negar: UU No. 5/1979 Pasal 1 (a) menetapk:
federal dianggap oleh para pemimpin darbahwa,
rakyat Indonesia sebagai peninggalan politik
kolonial “Belanda agar Indonesia mudah pesa adalavtilayah yang ditempatl oleh se
dipecah belah. Dapat dimengerti bahwa jumlah penduduk sebagai persatuan mas
struktur itu ditentang keras oleh rakyat rakat, termasuk di daJamnya kesatuan r
Indonesia yang ikut serta dalam rcvolusi. Syarakat hukum yang mempunyai organls
Oleh karena itu, daf am waktu kurang dari Pemerintahan terendah hngsung di baw
satu tahun, Republik Indonesia Serikat di- ¢@mat dan berhak menyelenggarakan rur
transfbrmasikan kembali menjadi Republik tangganya Sendifi..
Indonesia kesatuan. Kalau kita bandingkan dua pasal dala
kedua undang-undang itu, kita dapat meli-t

Semafiit RS (iRyiad! bertambaperbedaan-perbedaan antara daerah otor

kuat lagi karena diperlakukan untuk meng-
hadapl_ berbagai gerakan_ bersenjata separa ?n?syg?asl?ét ESEL%? Soé?jgcr’]g] digg'%%airaeﬁ?:
seperti Gerakan Republik Maluku Selatan’wilayah. Jadi yang’ dianggap sebagai pok
Organisasi Papua Merdeka, dan Sebagamydalam pengeitian daerah otonom  adal

Semangat itu juga diperlukan untuk K : .
. . V' t

IENEAGIELE el Gl g ST il gy mggg;gkgtnmkur%én[g)enéjé?]n%ge?nﬂkiarr?ebnéi

menggantikan negara Pancasila dengan n dikatakan bahwa dalam hal ini yan

gL S R dijadikah pokok adalah prinsip sosiologi

Trauma yang timbul di kalangan pemerintahPadahai di dalam daerah satu propinsi hid
karena akal politik kolonial Belanda dan berpuluh-puluh, bahkan di Propinsi Iria
berbagai pemberontakan bersenjata itu tarrJaya, beberapa rat us suku yang masing-i
paknya berperan juga dalam kebijaksanaasing mempunyai kebudayaan, adat-istiad
negara terhadap desa. Hal ini dapat dilihadan bahasa sendiri. Ban yak suku di dal:
dengan jelas dalam Undang-undang Nodaerah satu propinsi atau kabupaten ye
5/1979 tentang Pemerirttahan Desa. Untuljarang sekali berkomunikasi. Adanya suk
kejelasan pembahasan dampak undang-uisuku sudah menjadi kenyataan jauh sebel
dang itu pada desa diperlukan perbandingan dibentuk propinsi dan kabupaten.
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Dari sudut sosiologi, tidak mungkin kese- dengan sifat desa-desa di Pulau Jawa dan
luruhan penduduk satu daerah propinsi dawilayah-wilayah lain di mana di zaman
kabupaten dianggap sebagai suatu kesatu kerajaan dahulu semua tanah dianggap sebag
masyarakat. Ditinjau dari sudut hukum adamilik raja. Desa di zaman kerajaan itu
juga tidak dapat dibeharkan kalau semuitumbuh dengan datangnya orang-orang dai
penduduk itu dinamakan kesatuan masyzberbagai jurusan ke suatu tempat di man:
rakat hukum. Hukum adat suku-sukunyamereka menetap secara berkelompok sebag
berbeda-beda, seperti juga adat-istiadat dependuduk. Apabila di antara para pendudut
bahasanya berbeda-beda. itu ada yang tidak memenuhi kewajiban-ke-

Mereka itu di dalam undang-undang di- wajiban (membayar pajak, bekerja tanpa upal
namakan kesatuan masyarakat hukum biuntuk kepentingan raja) yang ditentukan
kan karena sejarahnya dan bukan karenoleh raja atau oleh para pejabat atas nam
realitas sosial-budayanya, akan tetapi melulraja, maka penduduk itu dapat diusir
karena pembuat undang-undang menerdengan paksa. Atau kalau ada pendudu
tukannya demikian. Maka dari itu, di dalam yang tidak kerasan di tempat tinggalnya dia
sejarah Republik Indonesia selama 46 tahudengan mudah dapat pindah ke tempat lair
ada propinsi-propinsi dan kabupaten-kabu Desa-desa yang tumbuh secara demikian it
paten yang berkali-kali berubah bentuksert:mendapat tapal batasnya menurut kepent
tapal batasnya tanpa mendapat reaksi sosiingan pemerintahan kerajaan yang diwakili
budaya dari suku-suku dan marga-marg:oleh para pejabatnya. Desa yang demikiar
(clans) yang ada di dalam daerahnya masingitu dapat dibenarkan kalau dinamakan bersi
masing. Sebagai contoh dapat disebut Pulefat teritorial. Siapa saja yang masuk dan
Sumatra/ dan juga Pulau Sulawesi, yancbertempat tinggal ke dalamnya dan menjad
semula masing-masing menjadi satupenduduk tidak ditolak asal memenuhi ke-
propinsi. Propinsi-propinsi Sumatra dan Su-Wajiban sebagai penduduk.
lawesi itu sebelum menjadi bentuk sepert Sebaliknya ada lebih banyak desa asli,
sekarang ini mengalami perubaban berkaliterutama di luar Jawa, yang tidak bersifat
kali tanpa ada reaksi dari rakyat diteritorial, akan tetapi genealogis atau setidak
daerahnya. Kalau pun ada aksi atau reakstidaknya etnis. Yang menjadi inti adalah
biasanya datangnya dari para pemimpirmasyarakatnya, bukan wilayahnya. Genea
partai politik yang berambisi menduduki logis berarti bahwa semua warga masyarake
jabatan kepala daerah atau jabatan laiberasal dari satu ke turn nan. Etnis berart
dalam pemerintahan. bahwa para warga masyarakat mengandun

Gejala yang demikian itu dapat kita ang-kebudayaan dan bahasa yang sama. Orar
gap sebagai petunjuk bahwa proses pembeyang dari keturunan lain dianggap "orang
tukan daerah otonom tingkat | dari tingkat Il as ing" di dalam kesatuan masyarakat genez
itu dimulainya dari atas dan di luar urusanlogis. Demikian pula orang yang berasal dari
pemerintahan tidak menyentuh tata hid ugkebudayaan lain dan berba'hasa lain di dalar
masyarakat-masyarakat  yang  seharusnymasyarakat etnis.
berkepentingan. Mungkin perbedaan sifat desa di Jawa dar

Mengenai pengertian desa ditentukan bzkebanyakan desa di. luar Jawa itu menjad
hwa desa adalah suatu wilayah, Di dalansalam satu pertimbangan pemerintahan Hin
ketentuan ini terkandung prinsip teritorial dia Be | and a untuk membuat dua peraturar
atau prinsip kawasan. Jadi yang menjadi intyang berbada mengenai desa. Untuk Jaw.
pengertian desa adalah wilayah, bukan mezdibuat Inlandse Gemeente Ordonnanti&O),
syarakat yang hid up di atasnya. PandangeStattblad 1906 No. 83 dan untuk daerah di
yang berprinsip teritorial itu mungkin cocok luar Jawa dibentukilandse Gemeents Ordon-




nantie BuitengewesteiGOB), Staatblad1938  sung di bawah kekuasaan camat yang r

No. 683. pakan perangkat pemerintahan pusat
Perbedaan lain adalah mengenai istilatperangkat pemerintah daerah di ata:

yang menunjuk pada kawasan di manedalam keseluruhannya. Dari kedudukar

berlaku otonomi dan di mana berlaku otonomidi bawah camat ini, desa menjadi wila

disebut daerah. Pasal 1 (e) UU No. 5/197:administratif.

menyebutkan, "Daerah Otonom, selanjutny: Bagi mereka yang mengatakan bal

disebut Daerah, ...". Dalam Pasal 1 (a desa bukan wilayah administratif, alasar
disebutkan, "Wiiayah Administratif, selanjut- ialah bahwa desa berhak menyelenggar
nya disebut wilayah ....". Dari ketentuan itu rumah tangganya sendiri, sedang kelur:

menjadi jelas bahwa istilah daerah menganatau daerah administratif lainnya tidak.
dung makna otonom, sedang istilah wilayatlau memang demikian/ apakah desa b
menunjuk pada sifat administratif. dinamakan daerah administratif yang

Mengenai desa dinyatakan dalam Pasal :nom?

(a)'UU No. 5/1979 bahwa "Desa adalah Dengan pertanyaan ini, kita sampai p
suatu wilayah yang ....". Jadi dalam hal ini masalah otonomi (menurut undang-und
desa dan wilayah administratif didudukkan bagi daerah tingkat | dan Il serta bagi d
pada tempat yang sama. Apakah denga Untuk ini kita kembali ke Pasal 1 (e) UU |
demikian boleh dikatakan bahwa desa jug:5/1974 yang mengatakan bahwa,

bersifat administratif? Jawabannya boleh "ya"  "paerah Otonom... yangterfidderwenanggdan
dan juga boleh "tidak". Alasan men-jawab  perkffwajiban mengatur dan merigurus rumah
"ya" adalah karena jelas bahwa pem-buat tangganya sendiri....". ,
undang-undang hanya memberikan Otonom:
kepada daerah tingkat | (propinsi) dan
daerah tingkat Il (kabupaten) dan tidak
kepada desa dan wilayah administratif (lain).

Menurut Penjelasan Umum 2¢ UU No.
5/1974 diterangkan bahwa wilayah yang
dibentuk berdasarkan asas dekonseritras
disebut wilayah administratif yang selanjut-
nya disebut "wilayah". Selanjutnya diterang-
kan bahwa wilayah-wilayah disusun secare
vertikal dan merupakan lingkungan kerja
perangkat pemerintah .(pusat) yang menye,
lenggarakan urusan pemeriritahan umum d
daerah.,

Untuk keperluan dekonsentrasi itu seka-
rang di tiap daerah tingkat | dan Il ditempat-
kan kantor wilayah dan kantor departemer
yang merupakan perangkat pemerintah pus:
Kantor-kantor itu be kerja di samping
kantor-kantor pemerintah daerah (otonom)
dan mendapat instruksi-instruksr langsunc
dan pemerintah pusat.

Sampai sekarang kantor wilayah atau
kantor departemen itu tidak ada di tingkat
desa. Akan tetapi desa ditempatkan lang-

Bagi desa rumusannya dalam Pasal
adalah bahwa "Desa .herhak menyelen
garakanrumah tangganya sendiri ....".

Dari perbandingan ini tidak jelas meng
untuk daerah otonom (tingkat | dan
digunakan istilah "berhak, berwenang,
berkewajiban", sedangkan untuk desa h
"berhak" saja. Apakah desa mempunyat
tan pa wewenang dan kewajiban suatu
dalam penyelenggaraan rumah tangga?

Perbedaan lain juga did a pat dalam is
'mengatur dan mengurdsrumah tangg
daerah otonom dan istilah "menyelenc
rakan" rumah tangga desa. Istilah "menc
dan mengurus" rumah tangga boleh dic
merupakan terjemahan dari bahasa Bel
regeling en uitvauring van het eigen huishou
Dalam bahasa Belanda istilah ini bers
baku untuk menjabarkan pengertian otc
mi. Jadi istilah ini jelas. Akan tetapi ya
tidak jelas adalah apa yang seiamany:s
maksudkan dengan istilah "menyelenc
rakan". Kalau desa hanya diberi hak m
buat peraturan (yang sebenarnya sl
dimiliki sejak zaman dahulu), bagaiman
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hak menyelenggarakan iru dapat dilaksawilayah administrate seperti wilayah admi-
nakan? Mungkin maksud pembuat undangnistratif kelurahan di dalam kawasan kota.
undang supaya desa menyeienggarakan rBedanya adalah bahwa kepala kelurahan
mah tangga dengan peraturan-peraturan ole(lurah) menurut Undang-undang No. 5/1979
pemerintah (pusat) atau pemerintah daeradengan jelas diberi kedudukan dan fungsi
di atasnya. Kalau tafsiran ini diang-gaptunggal, yaitu sebagai kepala wilayah .ad-
benar, bagaimana di dalam praktekminis tratif saja, sedangkan kepada kepala
pemerintahan (pusat),atau pemerintah dedesa diberi kedudukan dan fungsi sebagai
erah dapat mengatur rumah tangga puluhakepala wilayah administrate ditambah de-
ribu desa masing-masing? ngan hak menyelenggarakan rumah tangge
Mengenai isrUah "menyelenggarakan” ini desa yang tidak jelas.
dapat dibaca dalam Penjelasan Umum Ul Dalam penyelenggaraan rumah tangga
No. 5/1974 bab 4e (1) bahwa Kepala Daeratdesa itu, pemerintah pusat masth ikut cam-
(a) sebagai kepala daerah otonom ... mepur dengan menerbitkan Peraturan Menteri
mimhpin penyelenggaraari.. pemerintahan da- Dalam Negeri No. 4/1984. Peraturan Menteri
eratt!, dan (b) sebagai kepala wilayah ...Dalam Negeri ini berbeda dengan Undang-
memimpin penyelenggaraarurusan pemerin- undang No. 5/1979 oleh karena tidak hanya
tahan umum ....". Dengan demikian istilahmenyebutkan hak menyelenggarakan peme-
"periyetenggaradh (atau menyelenggarakan) rintahan desa, akan tetapi lengkap menyata-
dapat dite rap kan baik dalam rangka otononkan hak, wewenang, dan kewajiban. Bahwa
maupun dalam rangka pemerintahan umurpemerintari pusat mengatur pengawasan a-
(dari pemerintah pusat). tas jalannya penyelenggaraan pemerintah
Dalam hubungannya dengan desa mak desa dalam arti pemerintahan yang bersumbe
istilah penyelenggaraan ini dipakai di dalamdari pemerintah pusat seperti yang termuat
Penjelasan Umum UU No. 5/1979 Bab I.I didi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
mana dikatakan bahwa No. 6/1983 dapat. dimengerti dan

" yang dimaksud dengan pemerintahan desgjibenarkan. Akan tetapi pemerintah pusat

adalah kegiatan dalam rangsenyelenggaraan JU9 @ mengatur hak, wewenang, dan kewajiban
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemekepala desa dalam menyelenggarakan
rintah desa ....". rumah tangganya send in. (Ingat: UU, No.

. : : 5/1979 dalam-Pasal 1 (a) hanya memberikan
Kiranya tidak perlu diragukan, bahwa kata-pak tanpa wewenang dan kewajiban untuk
kata " penyelenggaraan pemerintahan” di damenyelenggarakan rumah tangga desa.)
lam kali mat ini berarti "penyelenggaraan yampaknya Peraturan Menteri Dalam Ne-
petmgznngahan Um‘.’T #3“ pehn:j(_an{ltah (PU-geri No. 4/1984 iru tidak menganut teori
saJ) da.‘nugr'lgemgﬂ‘ga?g Eielre! laka?ny_r(:lj - Pemisahan antara pemerintahan umum dan

at; e %‘ 7 dsama -l a'ht'da urusan rumah tangga desa. Dalam Pasal -
n}[em ker. ?n g a epaka pemeinnta isdiatur bahwa kepala desa dalam menyeleng-
atau kepala desa untuk menyelenggarakagarakan urusan rumah tangganya send in di
pemerintahan desa yang peraturan-peratu bidang pemerintahan (umum, SS), pemba-
?r;ny_a bersu_mtb?]r éjarl otonomltdes(:j:l. Akaloinan dan kemasyarakatan harus rhengin:
elapl pemerintan desa menurut undang-ur gapian ketentuan-ketentuan dalam peratur-
dang ini hanya berhak menyelenggarakaiy, ‘menteri itu. Dari peraturan ini dapat
pemerintahan umum yang bersumber dar iy mpi kesimpulan bahwa rumah tangga
pemerintah (pusat) dan pemerintah daerajeqs tigak dipisahkan dari pemerintahan
otonom di atasnya. Dengan pembatasan hfumum, akan tetapi berada di bidang peme-
untuk menyelenggarakan pemerintahan desiniahan yihum. Dengan peraturan menteri

ini kedudukan desa menjadi Hdak lebih dari
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ini, dapat diketahui juga bahwa yang dike-di Daerah dan UU No. 5/1979 tent:
hendaki oleh pemerihtah pusat adalah hakPemerintahan Desa maka dapat dia
wewenang, dan kewajiban mengurus rumalkesimpulan bahwa menurut UU No. 5/1
tangga yang diberikan dati atas kepada desdan peraturan-peraturan menteri dalam
dan bukan yang tumbuh di dalam sis terrgert untuk pelaksanaannya desa dian
adat yang mendasari pemerintahan destidak mempunyai dan tidak diberi otonc
sejak zaman dahulu. seperti otonomi yang diberikan kepada
Atas dasar pengetahuan ini dapat dime pinsi sebagai daerah otonom tingkat |
ngerti juga bahwa rapat Letnbaga Musya-kabupaten sebagai daerah otonom tingk
warah Desa yang diharapkan mampu menMeskipun demikian di dalam kenyatz
jadi wadah dan menyalurkan aspirasi rakyadesa boleh dianggap sebagai badan ht
harus dihadiri oleh camat atau DEJabat |a|rdi dalam pemerintahan. Anggan yan
yang ditunjuk olehnya untuk member! pe- demikian itu didasarkan atas berbagai f:
ngarahan. Hal ini termuat di dalam Pera-\jisainya saja Pasal 12 ayat (1) UU
turan Menteri Dalam Negeri No. 2/1983 5/1979' menyatakan bahwa kepala desa
Pasal 7. Barangsiapa mengetahui pelakséa\ili de&anya di dalam dan di luar pe
naan hubungan antara pamong praja daggjjan. Desa tidak dapat dituntut di m
pemerintah desa akan mengetahui juga bahw pengadilan apabila bukan badan hukum.
forum Lembaga Musyawarah Desa de-ngar Sdanjutnya melalut Peraturan Men
6 SN CA MG ICOGEEY L G Riad Dalam Negeri No. 4/1984 Pasal 3 (b3) ke
PEMyaIL! PeelNtalisrT UMy PUSal o s (sudah bar.ang tentu atas nama
dan hanya sedikit saja menjadi penyalul :
aspirasi rakyat desa. mempunyai wewenang melaksanakan
Lembaga Musyawarah Desa yang anggongutan terhadap masyarakat desa L
penyelenggaraan pemerintahan dan

tanya tidak diptlih dengan pemilihan umum, )
dan tidak mempunyai status sosial menuryP@ngunan. Lagi pula kefgadesa menur

adat yang dapat dianggap mewakili rakyaiPasal 3 (C4) Peraturan Menteri Dalam N
seperti kepala keluarga atau pemegang heitu mendapat kewajiban menggali dan
atas tanah, akan tetapi ditunjuk oleh kepalimelihara sumbesumber pendapatan ¢
desa, tidak dapat dinamakan lembaga peikekayaan d'esa. Ini berarti bahwa desa |
wakilan rakyat. Rapat-rapat lembaga yancpunyai hak mengumpulkan dan mem
dipimpin oleh kepala desa dihadiri oleh kekayaan sendjrihal mana tidak mungt
camat untuk member! pengarahan merudimiliki oleh kelurahan yang hanya ber
pakan rapat pemertntah desa untuk memb dudukan sebagai wilayah adniinistratif y
carakan masalah-masalah pemerintahan (bukan badan hukum.

muih di desa. Rapat yang bersifat demikiar Sayang sekali bahwa berbagai sun
itu sesuai dengan tujuan UU No. 5/1979pendapatan yang sebelum terbentuknya
yaitu mengusahakan keseragamari pemerintepublik Indonesia menghasilkan uang
desa untuk pembinaan dan pengendalian yarkekayaan lain bagi desa karena bebe
in tens if serta agar partisipasi desa dalanundang-undang terlepas dari kekuasaan
pembangunan dan penyelenggaraa Sebagai contoh dapat disebutkan bebe
administrasi (bacadministrationatau peme- sumber pendapatan desa yang meng-
rintahan umum) menjadi lebih efektif. Jadi nasib itu.

sekali lagi titik be rat adalah bukan penye- Hak ulayat desa atas tanah tidak dic
lenggaraan rumah tangga desa. lagi di dalam UU Pokok Agraria No. 5/19
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yaan masyarakat desa seamagis religieus dari segi pemerintahannya saja. Selanjutnye
berakardidalamtanah. di dalam penjelasan itu diterangkan bahwa
Hu tan desa tidak diakui lagi secara hu-undang-undang ini tetap mengakui adanya
kum undang-undang karena di dalam UuUkesatuan masyarakat termasuk di dalamnyz
No. 51967 hanya ada hutan milik dan hu tan kesatuan masyarakat hukum, adat-istiada
negara. dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidu
Hak untuk mengambil pasir dan kerikil sepanjang menunjang kelangsungan pem
dari dasar kali dan danau lepas dari tangabangunan ketahanan nasional.
desa karena di dalam UU No. 11/1967 Di mana pemerintahan desa dan ada
tentang Pokok-pokok Pertambangan Pasmasih terjalin dengan kuatnya sehingga
dan Kerikil itu digolongkan hasil tambang Praktis tidak dapat dipindahkan tanpa meru-
tipe C yang dikuasakan pada daerah otonoisak tata hidup masyarakatnya, penjelasan it
tingkat II. dijadikan pegangan hukum untuk melestari-
Meskipun tidak ada undang-undangnya kan lembaga-lembaga adat yang di dalam
tetapi di berbagai daerah kejadian bahw:penjelasan UUD 1945 Pasal 18 dinamakar
pasar desa diambil alih oleh daerah otonondaerah-daerah istimewa/ malahan daerah
tingkat Il di atasnya karena dianggap terlalLdaerah istimewa itu adanya di Bali diperkuat
besar untuk dikelola oleh desa. Pasar desdengan peraturan daerah (desa adat banja
yang masih kecil boleh diurus oleh desasubak, sekaha). Demikian pula negeri di
sendiri. Sumatra Barat dan marga di Sumatra Selata
Ada juga suatu undang-undang, yaitu Uudikokohkan dengan peraturan daerah tingka
No. 14/1970 tentang Pofcok-pokok Pengadi-1. Di daerah-daerah lain banyak desa adat yan
lan yang meskipun tidak langsung mengenctetap berfungsi di samping dan berkait-an
sumber pendapatan desa, namun mengrdengan desa-desa bentukan menurut UL
langkan salah satu batu landasan desa selN0.5/1979.
gai kesatuan masyarakat hukum a@atat Mengenai tanggung jawab kepala desa
rechtsgemeenscha@)i dalam undang-undang tentang pelaksanaan hak, kewenangan, da
itu hak desa untuk mengadakan peradilakewajiban di bidang pemerintahan daerah
adat tidak disebut-sebut sama sekali. baik UU,No. 5/1974 maupun tfU No,5/1979
Penutupan sumber-sumber pendapatamenganut sistemdemocratic centralism.
yang biasanya memberi penghasilan kepacArtinya kepala daerah diwajibkan bermusya-
desa untuk, membiayai ongkos pemerintawarah sampai tercapal mufakat dengan
hannya di banyak daerah melumpuhkarDPRD, akah tetapi selanjutnya kepala daerat
pemerintahan desa dan pelaksanaan héibertanggung jawab kepada atasannya, yaitt
menyelenggarakan rumah tangganya. Olekepada presiden melalui menteri dalam
karena kepala desa dan perangkat desnegeri, tetapi tidak kepada DPRD. Seperti
lainnya di banyak desa tidak atau hany:ditentukan dalam Pasal 22 ayat (3) kepala
sedikit saja men da pat imbalan jasa (gaji atsdaerah sekurang-kurangnya sekali setahur
upah) dari desanya sendiri maka cara bekeratau apabila diminta cukup memberikan
mereka banyak yang sambilan saja. Bahkakepada DPRD keterangan pertanggungja-
sering kejadian tidak ada orang yang sancwaban saja agar DPRD dapat mengikuti dar
gup menjadi calon kepala desa kalau ad mengawasi jalannya pemerintahan daerah
lowongan yang perlu diisi. Dalam istilah "keterangan pertanggungja-
Sebagai pemahaman terakhir mengenewaban" itu, yang dimaksudkan adalah per-
maksud UU No. 5/1979 dapat kita perhati- tanggungjawaban kepala daerah kepada pre
kafi penjelasan umumnya Bab 6 dalamsiden melalui menteri dalam negeri. Alas
undang-undang ini hanya mengatur desa dasar keterangan pertanggungjawaban ke-
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pala daerah itu, DPRD tidak berhak me-mong) praja di atasnya, yaitu bupati melz
ngeluarkan suara percaya atau tidak percaycamat (zaman Belanda: asisten wedana).
(noteof confidence or non-confidendejhadap ~ Dengan sistendemocratic centralisnini
kepaia daerah. tidak mengherankan bahwa kepaia des

Sistem yang serupa diperlakukan ter*dalam menjalankan pemerintahannya le
hadap kepaia desa seperti yang tercermbanyak melayani berbagai peraturan
dalam Pasal 10ayat(2) UU No. £/1979 yandPemerintahan dari atasannya daripada m
menentukan bahwa kepaia desa mengenPerhatikan kepentingan masyarakat d
hak/ wewenang, dan kewajiban pimpinarD€ngan perkataan lain kepaia desa [

pemerintahan desa: (a) bertanggung jawa
kepada pejabat yang berwenang mengangk
(yaitu bupati, kepaia daerah) melatui cama
dan (b) ' memberikan keterangan pertang
gungjawaban tersebut kepada Lembaga Mu
syawarah Desa. .

Seperti juga di tihgkat kabupaten dan
propinsi, keterangan pertanggungjawabar
kepaia desa itu tidak memberikan hak kepad
Lembaga Musyawarah Desa untuk me-
nyatakan sikapnya terhadap kebijaksanaan
kepaia desa. Malahan menurut penjelasa
Pasal 10 ayat (2) keterangan pertanggung
jawaban itu dapat dijadikan pegangan bupa
kepaia daerah Untuk memberikan peng
hargaan dan tanda kesetiaan kepadanya, a
sebaliknya untuk memberhentikanhya,

Karena Lembaga Musyawarah Desa tidak

dianggap sebagai lembaga perwakilan rak3.

yat, maka lembaga ini tidak mempunyai

berbagai hak yang dimiliki DPRD seperti hak

masing-masing anggota mengajukan perte

nyaan, meminta keterangan, penyelidikan

dan sebagainya yang disebut dalam Pasal :

UUNo.5/I$74,

Kalau dibandingkan dengan zaman sebe
lum UU No. 5/1979 maka sistem pertang-
gungjawaban kepaia desa ini sebenarny..

tidak banyak berbtda. Menurut ad at, kepaii4.

desa diwajibkan mengajukan masalah-mas:
lah kepentingan desa kepada rapat ata
rembug desa untuk didapatkan mufakatnye
akan tetapi adat juga tidak memberi pedo
man mengenai pertanggungjawabannya ke
pada rapat yang diwakili masyarakat des:

itu. Yang berhak menilai pelaksanaari pemesg_

rintahan desa , adalah pi hak pangreh (pa-
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hakikatnya lebih banyak berfungsi seba
pegawai negeri Republik Indonesia darip
sebagai bapak terhadap masyarakat di \
yahnya.

Kesmpulan

1. Menurut UU No. 5/1979 des#e jure

(menurut hukum negara) tidak otono
tetapi dianggap mempunyai hak men
lenggarakan rumah tangganya sendiri.

2. Namunde facto(dalam kenyataanny:

desa dianggap memiliki status bac
hukum yang berhak memilih kepaia de
memiliki kekayaan, maju di muka p
ngadilan, melakukan pungutan-pung
an, dan mempunyai sumber penghas
lain,

Otonomi yang atas dasar UU NO. 5/1¢
diberian kepada daerah tingkat | (pt
pins i) dan daerah tingkat Il (kabupate
secara eksplistt menegaskan bahwa |
wewenang/ dan kewajiban otonomi i
ngandung unsumengaturdan mengurus
rumah tangganya sendiri. Desa diberi |
tanpa wewenang dan kewajiban men
lenggarakan rumah tangganya senc
Unsurmengatutidak disebut.

Otonomi daerah tingkat | dan tingkat
mengandung sisterdemocratic centralism
Kepaia daerah bersama DPRD meru
kan pemerintah daerah/ tetapi kep:
daerah bertanggung jawab kepada pr
den melatui menteri dalam negeri/ tid
kepada DPRD yang memilihnya.

Kepaia desa bersama LMD (Lembe
Musyawarah Desa yang bukan dewar



perwakilan rakyat) merupakan pemeiin-tah pemerintahan desa di seluruh Indonesia
desa, tetapi kepala desa bertanggung jawadapat dlb_agl dalam tiga kategori:

kepada instansi atasan yang ber-wenang

mengangkatnya (bupati), tidakkepada
LMD yang para anggotanya di-tunjukoleh
kepala desa.

. Dalam realisasi UU No. 5/1979 banyak
desa (terutama di luar Jawa) dipecah-pe
cah menjadi terlalu kecil sehingga tidak
mempunyal sumber daya alam maupur
sumber day a manusia yang cukup menc
pang hak. wewenang, dan kewajiban
pemerintah desa.

. Sumber penghasilan desa yang secat
adat dahulu menjadi sumber kekayaar
desa, satu demi satu terlepas dari keku

asaan desa karena berbagai undang-ur

r

a. Pemerintahan desa yang seluruhnya ber

jiwa adalL Kategori ini secara nyata dapat
ditemukan di antara suku-suku yang
hidup terisolasi. Mereka belum mengenal
UUNo. 5/1979;

b. Pemerintahan desa yang berjiwa adat

akan tetapi bentuknya mengikuti UU
No, 5/1979. Makin jauh letak desa itu dari
kota, pusat pemerintahan setempat/ ma-
kin kuat jiwa adat di dalam pemerinta-
hannya (pemerintahan desa).

Pemerintahan desa di mana kekuasaar

dang yang berkaitan tidak mengakuinya ~nemerintah K lebih kuat daripada adat
Akibatnya desa {terutama di luar Jawa) sotempat sehingga jiwanya dapat serasi
tidak mampu membiayai pemerintah dan *dengan bentuknya.  menurut UU No.

pemerintahannya. 5/1991. Pada umumnya desa-desa ini
terletak di wilayah yang mudah dan

sering didatangi oleh para karyawan dan
pejabat pemerintahan RI. ,

Saran-saran

1. Masalah Otonomi Desa Untuk "menegarakan” pemerintahan desa/

Sampai sekarang sikap negara terhadakategori (a) dan (b) sebaiknya diikutt proses
otonomi desa, tidak jelas. UU No. 5/1979 ¥ang lunak agar tidak menimbulkan keresa-
tentang Pemerintahan Desa secara eksplichan dan kelesuan dalam masyarakamya
menyatakan bahwa hak desa untuk menyeProses yang lunak itu menghindari pelak-
lenggarakan rumah tangganya send in bukasanaan dengan sikap keras dan memaks
otonomi seperti yang diberikan kepada daemenurut UU No. 5/1979, akan tetapi dila-
rah tingkat | dan tingkat Il. Bahkan tidak Kukan dengan melalui pendidikan formal,
pernah ada pernyataan res mi bahwa desPerluasan jaringan media komunikasi massa
mempunyai otonomi. Namun menurut hu- dan pembangunan masyarakat desa disert:
kum, desa dianggap sebagai bad an hukuiPenyuluhan oleh pihak pemerintah.
yang diperlakukan di dalam kenyataan sebag: Dalam hal ini baik sekali digunakan pola
daerah otonom. penibedaan desa menurut tingkat p~rkem-
Disarankan agar kedudukah desa di dabangannya, yaitu desa swadaya, swakarya,

lam pemerintahan diselaraskan antara kedan swasembada. Tetapi ukuran untuk
dudukannyade jure dan de facto, yaitu membedakannya ad a la h ukuran adat dan

otonom atau tidak otonom. Kalau tidak modernisasi pemerintahan” dan masyarakat
otonom menjadi ad minis tratif. desa. o

3. Penggabungan Desa-desa yang Terlalu
Kecil

Dalam pelaksanaan UU No. 5/1979 banyak
desa (terutama di Sumatra) dipecah-pecah
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2.Masalah Adat dan Pemerintahan Desa
Dalam hubungannya dengan adat maka



menjadi terlalu kecil. (Ada desa dengan 5Cdiajukan (secara informal) kepada Depa
fceluarga saja.) Tujuan pemecahan desa admen Dalam Negeri.
lah agar dapat dilipatgandakan dana ban-

tuan pembangu nan desa dari pemerintah F} pikembalikan ke
'a. pada desa sumber-si
rs]eb%]yak sekarang Rp 1.500.000 set ™ jor penghasilan (hak ulayat atas tan
un/aesa. . hutan desa/ hak menggali tambang p:
Desa-desa yang terlalu .kecil itu sudah 45 kerikil dan danau, pasar desa) y:

jelas tidak dapat menyelenggarakari rumat | arena herbagai undang-undang terie
tangganya sendiri. Dalam survei yang dila- dari kekuasaan desa.

kukan oleh Yayasan llmu-ilmu Serial tahun

1990 dalam kerja sama dengan suatu konsiLb. Berikan kepada desa sebagian dari p:
tan swasta Indonesia di beberapa propins PBB, diambilkan dari bagian daerah tir
ternyata masyarakat desa pada umumny kat | dan tingkat Il.

tidak berkeberatan terhadap penggabungan . . . :
desanya dengan desa tetangganya, asal s¢ Bantuan administratif dan finansial kepa
desa untuk memperoleh tanah kas de

jumlah dana bantuan pembangunan teta . . ;
sama dengan jumlah desa-desa sebelu Dari tanah kas desa Ini kemudian, kal
perlu, sebagian dapat dijadikan tan

digabungkan. . . X
Atas dasar hasil survei itu, disarankan Pengkok untuk dikuasai oleh ma-sin

agar desa-desa yang terlalu kecil digabung ™MaS ing anggota perangkat deSa s

kan dengan desa-desa tetangganya ag.. Maakiif memegangjabatan.

menjadi satu desa yang lebih besar. d. Bantuan teknis dan kalau perlu finans
Adapun mengenai perhitungan dana ban (yredit lunak) kepada desa untuk me

tuan pembangunanhya disarankan iintuk  pentuk perusahaan atau kerajinan V:

diadakan perhitungan atas dasar (a) jumlal dapat menghasitkancomebuat kas desa.
kepala keluarga dan (b) luas wilayah seriap

desa (baru). Basil bantuan dengan formula
ini dirasakan lebih adil karena lebih meri- 5. Listrik Masuk Desa
dekati kemampuah membangun dan kepen-

tingan masyarakat yang nyata di tiap-tiagDi mana masih ada desa yang belum me
desa. puny ai listrik, perlu diusahakan "Listrk Mz

suk Desa", baik oleh PLN ma u pun seci
. gotong royong dengan bantuan serta

4'_ Fall & Peng.hasnon. I?esal ~ ngawasan PLN. Dengan listrik, desa men
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap pat penerangan di waktu malam. Masy
desa perlu menguasai sumber-s umber penrakat desa dapat menyerap hiburan
hasilan yang cukup untuk mendapatkarpendidikan lewat televisi. Para penguse
biaya penyelenggaraan rumah tangganyatau pengrajin desa dapat mengguna
sendiri. Untuk keperluan itu, di sini diulangi mesin sederhana berlistrik untuk usaha

saran-saran yang beberapa tahun lalu telaf duksinya.
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